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Abstract: Keutuhan negara secara fundamental bertumpu
pada ketahanan nasionalisme dan stabilitas sosial.
Namun, kedua pilar tersebut kerap menghadapi tantangan
di wilayah periferi yang ditandai oleh keterbatasan akses
informasi  dan  tingginya pluralitas  sosiokultural.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas
model kepemimpinan strategis dalam memelihara
harmoni  sosial dan integrasi nasional, sekaligus
memetakan pola responsivitas pemimpin lokal terhadap
penetrasi informasi dan narasi disintegratif dari aktor
eksternal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah
dokumen yang relevan. Data dianalisis melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan
verifikasi.  Hasil penelitian — menunjukkan  bahwa
kepemimpinan yang bertumpu pada pemanfaatan kearifan
lokal, hubungan patron-klien yang erat, serta
kepercayaan timbal balik efektif dalam merespons
provokasi eksternal dan menjaga stabilitas sosial.
Meskipun  demikian,  efektivitas  tersebut  masih
menghadapi kelemahan berupa ketergantungan yang
tinggi terhadap figur pemimpin tertentu dan keterbatasan
sarana  pendukung.  Responsivitas  kepemimpinan
teridentifikasi ke dalam tiga pola, yaitu respons cepat dan
tepat, respons sedang, serta respons lambat, yang
dipengaruhi oleh karakter masalah, tingkat dampak yang
ditimbulkan, dan akses terhadap sumber informasi.
Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan pola dan
kecepatan respons kepemimpinan sebagai instrumen
untuk mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan dalam
struktur sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan
bahwa pemeliharaan integrasi nasional tidak hanya
ditentukan oleh instrumen formal, tetapi juga oleh
kapasitas, ketepatan respons, dan kebijaksanaan
pemimpin lokal dalam menghadapi dinamika arus
informasi.
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PENDAHULUAN

Integrasi domestik dan ketahanan nasional merupakan prasyarat mutlak bagi eksistensi
sebuah negara di era globalisasi yang sarat akan hubungan antarnegara. Karakteristik geografis
Indonesia yang berupa kepulauan dengan keberagaman budaya yang sangat banyak menempatkan
persatuan bangsa sebagai hal yang sangat penting, namun di saat yang sama juga sangat rentan
terhadap pergeseran dan perbenturan kepentingan maupun nilai sosial (Suwartiningsih et al., 2018).
Kerentanan ini terasa jauh lebih nyata dan meningkat tajam pada kelompok masyarakat yang
tinggal di daerah terpencil atau daerah pinggiran. Di wilayah-wilayah tersebut, ketimpangan dalam
hal akses informasi sangat jelas terlihat, dan campur tangan pihak luar sering kali dilakukan melalui
cara-cara yang tampak nyata maupun yang tersembunyi secara halus (Sujarwoto & Tampubolon,
2016; Kartiasih et al., 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perubahan susunan kekuatan politik
dunia dan hubungan antarnegara telah melahirkan cara-cara baru dalam persaingan kekuasaan.
Salah satu bentuk persaingan tersebut dikenal dengan istilah perang hibrida, yang dilakukan dengan
cara menyebarkan informasi yang tidak benar serta narasi-narasi yang bertujuan untuk memecah
belah persatuan bangsa secara terstruktur dan terencana (Freedman et al., 2021; Arcos et al., 2022).
Apabila perkembangan situasi ini tidak segera diantisipasi dan ditangani dengan langkah-langkah
yang tepat serta matang, dampak yang ditimbulkan dapat berupa perpecahan kelompok
masyarakat, berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta terjadinya
ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat (Bennett & Livingston, 2018; Kalniete & Pildegovics,
2021). Secara keseluruhan, kondisi-kondisi negatif tersebut perlahan namun pasti akan
menggerogoti kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan kita (Randiawan dkk., 2025).

Peran pemimpin dalam kondisi seperti ini menjadi sangat sentral dan menentukan, ibarat
benteng pertahanan utama yang berfungsi menangkis segala ancaman yang datang dari luar.
Terutama jenis kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menganalisis
situasi dengan tajam, dan selalu mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat banyak
(Horlings et al., 2018). Pemimpin yang bertugas dan berkedudukan di daerah-daerah terpencil
memegang dua tanggung jawab besar sekaligus. Di satu sisi mereka harus menjalankan
pemerintahan di daerahnya, namun di sisi lain mereka juga bertugas sebagai penghubung antara
kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta bertindak sebagai
pengikat utama agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga kuat (Saad & Sulehan, 2014;
Ruslanjari et al., 2024).

Dalam upaya menahan dan membendung pengaruh pihak luar yang berusaha melemahkan
rasa cinta tanah air masyarakat, kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap kepemimpinan
lokal menjadi faktor yang sangat menentukan hasil akhir (Ricketts & Ladewig, 2008; Ruslanjari et
al., 2024). Mengingat kedekatan hubungan sosial yang sangat erat dan kental antara pemimpin
dengan rakyat di daerah-daerah tersebut, segala pesan, ajakan, maupun perintah yang disampaikan
oleh pemimpin akan memiliki daya ikat dan tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan masyarakat.
Kemampuan para pemimpin untuk memahami inti masalah yang sedang berkembang, menjelaskan
kebenaran dari informasi yang telah diputarbalikkan, serta membangkitkan kembali semangat dan
nilai-nilai kebangsaan menjadi kunci utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dan terbawa
arus oleh pengaruh buruk dari luar yang bertujuan merusak tatanan kehidupan kita (Kusmiati, 2025;
Freedman et al., 2021).

Sayangnya, sampai saat ini tulisan-tulisan ilmiah dan penelitian mengenai kepemimpinan
masih banyak yang berfokus pada kondisi dan situasi di wilayah perkotaan yang memiliki akses
kemudahan dalam segala hal. Sebaliknya, kajian mendalam mengenai bagaimana pola dan cara
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kerja kepemimpinan di daerah pedalaman masih sangat jarang dilakukan (Skerratt, 2011; Horlings
et al., 2018). Padahal, ciri khas kehidupan sosial budaya serta jenis ancaman yang dihadapi di
daerah terpencil memiliki sifat dan karakteristik khusus yang tidak mungkin diselesaikan atau
dihadapi menggunakan cara-cara umum yang biasa diterapkan di kota besar (Skerratt, 2011). Selain
itu, belum banyak penelitian yang menelaah seberapa cepat dan tepat tanggapan para pemimpin
daerah ketika menghadapi masalah-masalah yang berkembang pesat akibat pengaruh dunia luar,
serta bagaimana cara mereka menyesuaikan diri agar stabilitas negara tetap terjaga. Padahal,
kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi perubahan situasi politik dan sosial sangatlah penting
untuk dilakukan guna membuang jauh-jauh dampak buruk informasi asing sebelum hal tersebut
menyebar luas dan meresap ke dalam kehidupan masyarakat luas (Setiawan, 2023; Arcos et al.,
2022).

Berdasarkan keterbatasan dan kekosongan pengetahuan tersebut di atas, maka penelitian ini
disusun dan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menelaah serta mengukur seberapa besar
keberhasilan pemimpin daerah di wilayah terpencil dalam mencegah dan menanggulangi segala
bentuk provokasi yang datang dari luar demi menjaga ketenteraman hidup bersama. Secara
bersamaan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan bagaimana cara dan gaya
pemimpin dalam menanggapi isu-isu yang berkembang saat ini, sehingga kita dapat mengetahui
hal-hal apa saja yang sudah menjadi kekuatan dan kelemahan dalam diri pemimpin maupun
struktur masyarakat setempat. Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar yang kuat untuk
menyusun cara perlindungan kedaulatan negara yang lebih pas sasaran dan efektif. Melalui hasil
penelitian ini, diharapkan akan terbentuklah pemahaman teoretis dan pedoman praktis mengenai
pola kepemimpinan yang luwes dan mampu menyesuaikan diri, yang nantinya bisa dijadikan acuan
bagi para pembuat kebijakan dalam rangka memperkokoh pertahanan dan persatuan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widodo, 2024; Adriyanto & Warka, 2023; Horlings
et al., 2018; Ruslanjari et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis didefinisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk
melihat gambaran besar dan jauh ke depan, merencanakan langkah-langkah jangka panjang, serta
mengarahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama sekaligus
menjamin keberlangsungan hidup organisasi atau masyarakat di tengah perubahan lingkungan
yang cepat dan penuh ketidakpastian (Ireland & Hitt, 1999; Boal & Hooijberg, 2000; Hitt et al.,
2010). Menurut pendapat ahli, kepemimpinan jenis ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
mengatur dan memerintah, tetapi lebih menekankan pada kemampuan pemimpin untuk
memengaruhi, menggerakkan, dan menyatukan pikiran serta tenaga orang-orang yang dipimpinnya
agar mau bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan (Ireland & Hitt, 1999; Hitt et al., 2010).
Dalam konteks masyarakat terpencil, kepemimpinan strategis memiliki makna yang lebih luas dan
mendalam, yaitu kemampuan menggabungkan antara aturan pemerintahan resmi dengan nilai-nilai
budaya dan kebiasaan adat yang sudah hidup turun-temurun di tengah masyarakat (Horlings et al.,
2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Utomo (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan
kepemimpinan di wilayah majemuk sangat bergantung pada kemampuan pemimpin menjembatani
kepentingan negara dengan kepentingan lokal agar tercipta kesatuan gerak dan pandangan.

Ada beberapa unsur pokok dalam kepemimpinan strategis, yaitu: pertama, adanya
pandangan ke depan yang jelas mengenai arah tujuan; kedua, kemampuan mengenali peluang
sekaligus ancaman yang datang dari lingkungan luar; ketiga, kemampuan merancang langkah-
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langkah penanggulangan yang tepat sasaran; dan keempat, kemampuan membangun kepercayaan
serta kerja sama dengan seluruh pihak yang berkepentingan (Ireland & Hitt, 1999; Hitt et al., 2010).
Teori ini sangat relevan diterapkan dalam penelitian ini karena pemimpin di daerah perbatasan dan
terpencil dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, di mana mereka dituntut untuk tidak
hanya mengelola urusan dalam negeri saja, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai benteng
pertahanan pertama negara terhadap segala pengaruh buruk dari luar (Horlings et al., 2018).

Teori Stabilitas Sosial dan Integrasi Nasional

Stabilitas sosial merujuk pada keadaan di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan
tertib, damai, teratur, serta adanya keserasian hubungan antara individu maupun kelompok di
dalamnya. Kondisi stabilitas ini bukan berarti keadaan yang diam tanpa perubahan sama sekali,
melainkan keadaan dinamis di mana segala perubahan dan pertentangan kepentingan masih dapat
diselesaikan dan dikendalikan melalui cara-cara yang disepakati bersama tanpa menimbulkan
kerusakan atau perpecahan (Chan et al., 2006). Menurut Soekanto (2021), stabilitas sosial sangat
bergantung pada kekuatan ikatan sosial, kesamaan nilai, serta adanya lembaga-lembaga sosial yang
berfungsi baik dan dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu, integrasi nasional adalah proses
penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah serta
pembentukan satu identitas nasional yang diakui dan dihayati oleh seluruh rakyat (Mulyoto, 2011;
Naldi et al., 2020).

Dalam perspektif negara kepulauan seperti Indonesia, teori integrasi nasional menekankan
pentingnya rasa memiliki dan kesetiaan terhadap negara di atas kesetiaan terhadap kelompok atau
daerah masing-masing (Mulyoto, 2011). Hal ini menjadi sangat krusial di wilayah terpencil,
mengingat jarak fisik yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali menjadi alasan utama
melemahnya rasa keterikatan tersebut. Berdasarkan pendapat Myrdal dalam teori penyatuan
wilayah, daerah-daerah pinggiran memiliki potensi besar untuk mengalami ketimpangan
pembangunan (Myrdal, 1957). Ketimpangan tersebut dapat berlangsung secara kumulatif ketika
keuntungan pembangunan semakin terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju, sedangkan wilayah
periferal mengalami efek balik (backwash effects) yang memperlebar kesenjangan. Kondisi
ketimpangan wilayah dan akses tersebut juga masih dapat ditemukan dalam konteks Indonesia,
termasuk dalam perkembangan akses digital antara wilayah inti, pedesaan, kepulauan, dan daerah
terpencil (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023). Hal inilah yang sering kali
menjadi celah atau titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merongrong persatuan
bangsa. Oleh karena itu, stabilitas sosial dan integrasi nasional harus dijaga dan diperkuat terus-
menerus, terutama melalui peran pemimpin yang berfungsi menjembatani perbedaan serta
memastikan rasa keadilan dan pemerataan terasa sampai ke pelosok negeri (Horlings et al., 2018).

Teori Penetrasi dan Provokasi Eksternal

Dalam hubungan internasional dan politik keamanan, penetrasi eksternal didefinisikan
sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau pihak lain dari luar wilayah
kedaulatan untuk memengaruhi kondisi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya suatu negara lain
demi kepentingan mereka sendiri. Provokasi merupakan salah satu bentuk tindakan penetrasi yang
bertujuan khusus untuk menimbulkan reaksi, kemarahan, atau pertentangan di dalam masyarakat
sasaran, sehingga kekuatan negara tersebut melemah dan mudah dikendalikan. Teori ini
dikembangkan dari konsep perang urat sarana dan perang non-militer, di mana kekuatan militer
tidak lagi menjadi alat utama, melainkan digantikan oleh kekuatan informasi, budaya, ekonomi,
dan politik (Freedman et al., 2021; Arcos et al., 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Nye (2023)
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dalam konsep kekuatan lunak (soft power), pengaruh asing dapat masuk dan menguasai pemikiran

masyarakat jika nilai dan budaya yang ditawarkan dianggap lebih menarik atau menguntungkan
dibandingkan nilai asli yang dimiliki masyarakat tersebut.

Bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses dan
memilah informasi, teori ini menjelaskan mengapa kelompok masyarakat tersebut menjadi sasaran
utama. Kurangnya pengetahuan tentang situasi politik global dan keterbatasan sarana komunikasi
membuat narasi-narasi yang dibawa pihak luar sering kali tampak benar, menarik, atau
menguntungkan, padahal tersembunyi maksud untuk merusak persatuan. Kesenjangan akses
informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antara wilayah utama dan daerah
terpencil di Indonesia telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian mengenai kesenjangan digital
(Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023). Di sisi lain, literatur mengenai ancaman
hibrida menunjukkan bahwa manipulasi informasi dan disinformasi dapat mengeksploitasi
kerentanan sosial serta memengaruhi kohesi dan stabilitas masyarakat (Freedman et al., 2021;
Arcos et al., 2022). Oleh karena itu, peran kepemimpinan menjadi sangat vital sebagai penyaring
dan penafsir utama informasi agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman yang salah.

Kearifan Lokal sebagai Basis Ketahanan Sosial

Kearifan lokal adalah segala bentuk pengetahuan, pandangan hidup, serta strategi yang
dikembangkan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman panjang untuk mengatur kehidupan
mereka sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya (Berkes & Ross, 2013; Ruiz-Mallén
& Corbera, 2013). Nilai-nilai ini tercermin dalam adat istiadat, hukum tradisional, cara
berkomunikasi, hingga sistem kepemimpinan adat yang berlaku. Menurut teori ketahanan budaya,
masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai asli budayanya akan memiliki kekebalan yang
lebih kuat terhadap masuknya pengaruh asing yang bertujuan merusak atau mengubah jati diri
bangsa. Hal ini karena kearifan lokal berfungsi sebagai pagar pelindung dan penentu arah dalam
menyaring unsur-unsur luar mana yang boleh diterima dan mana yang harus ditolak demi kebaikan
bersama. Dalam perspektif resiliensi komunitas, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan
dan menggunakan sumber daya, pengetahuan, jaringan, serta kapasitas kolektif yang dimilikinya
merupakan unsur penting untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan dan
ketidakpastian (Magis, 2010; Berkes & Ross, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, teori kearifan lokal menjadi landasan utama untuk memahami
mengapa pola kepemimpinan yang berbasis adat dan budaya jauh lebih efektif di daerah terpencil
dibandingkan pola kepemimpinan birokrasi biasa. Kepemimpinan yang berakar pada karakteristik
lokal dapat memperkuat pembelajaran bersama, kerja sama, pembentukan jaringan, dan kapasitas
kolektif masyarakat dalam menghadapi persoalan yang berkembang di wilayahnya (Horlings et al.,
2018). Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, serta rasa persaudaraan yang erat terbukti
menjadi perekat sosial yang sangat kokoh sekaligus senjata ampuh untuk melawan segala bentuk
provokasi yang berusaha memecah belah persatuan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, praktik
kearifan lokal juga ditemukan berfungsi sebagai medium kohesi sosial yang memungkinkan
kelompok dengan identitas berbeda mempertahankan hubungan sosial dan kehidupan bersama
secara damai (Jayadi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan
kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai
makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, yang tidak mungkin cukup jika
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hanya diukur dengan angka atau hitungan statistik semata (Moleong, 2022; Patton, 2015).
Sementara itu, jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menuturkan, dan
melukiskan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian mengenai bagaimana peran dan
efektivitas kepemimpinan dalam menjaga stabilitas serta bagaimana cara pemimpin menanggapi
pengaruh luar, tanpa mengubah atau melakukan percobaan terhadap variabel-variabel yang ada
(Sugiyono, 2024).

Pendekatan ini dianggap paling tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian karena
kemampuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak terukur secara fisik namun
sangat nyata pengaruhnya, seperti nilai-nilai kepercayaan, rasa cinta tanah air, pandangan hidup,
serta cara-cara bertindak kolektif yang terikat erat dengan tradisi dan adat istiadat setempat
(Moleong, 2022; Patton, 2015). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memaparkan secara lengkap
dan utuh bagaimana fenomena kepemimpinan strategis itu berjalan, bekerja, dan memberikan
dampak di tengah kehidupan masyarakat daerah terpencil.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja pada wilayah terpencil yang memiliki ciri khas
kondisi sosial yang beragam serta memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap
masuknya pengaruh dan isu dari luar daerah. Karakteristik terpisahnya lokasi tersebut dari pusat
pemerintahan utama menjadikannya sebagai tempat yang sangat tepat untuk meneliti masalah
ketahanan nasional, mengingat keterbatasan akses informasi dan komunikasi di sana melahirkan
cara dan gaya kepemimpinan yang sangat khusus dan berbeda dengan daerah lain.

Subjek atau narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan cara pemilihan berdasarkan
kriteria tertentu atau yang dikenal dengan istilah purposive sampling. Cara ini dipilih agar peneliti
dapat menemukan orang-orang yang benar-benar paham, terlibat langsung, dan memiliki informasi
lengkap mengenai masalah yang diteliti, sehingga kedalaman dan kebenaran data dapat terjamin
(Pawito, 2007; Patton, 2015; Palinkas et al., 2015). Mereka yang menjadi narasumber utama
meliputi para pejabat pemerintah daerah, pemuka adat yang dihormati, tokoh agama, serta wakil-
wakil dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap mampu mewakili pendapat umum warga
setempat.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk menjamin kebenaran data serta mendapatkan pandangan yang lengkap dan

menyeluruh, proses pengumpulan informasi dan fakta di lapangan menerapkan tiga teknik utama,

yaitu:

1. Wawancara Mendalam: Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab yang mendalam,
panjang, dan terbuka, namun tetap berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang
telah disiapkan sebelumnya. Melalui cara ini, peneliti berusaha menggali sedalam-
dalamnya pandangan pribadi, pengalaman nyata, kebijakan yang pernah diambil, serta cara-
cara yang selama ini digunakan oleh para pemimpin untuk menetralkan atau
menanggulangi berita buruk maupun pengaruh negatif dari luar. Pedoman wawancara
disusun secara luwes dan tidak kaku, sehingga memberi kesempatan luas kepada
narasumber untuk bercerita dan menjelaskan keadaan secara rinci dan lengkap (Satori &
Komariah, 2020; Patton, 2015).

2. Observasi Partisipatif: Peneliti turun langsung ke lokasi dan ikut serta mengamati secara
nyata bagaimana interaksi antarwarga berlangsung, bagaimana cara pemimpin mengambil
keputusan penting, serta bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat ketika mendengar atau
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mendapatkan kabar-kabar baru yang datang dari luar daerah. Pengamatan ini dilakukan
untuk mendapatkan bukti nyata yang dilihat dengan mata kepala sendiri, sehingga tidak
hanya bergantung pada ucapan atau penjelasan narasumber saja (Moleong, 2022; Satori &
Komariah, 2020).

3. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan, membaca, dan menelaah secara kritis segala
jenis tulisan resmi, dokumen kebijakan, catatan sejarah, berita daerah, maupun tulisan-
tulisan lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen ini berfungsi sebagai pembanding dan alat penguat kebenaran terhadap data yang
didapatkan dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung (Arikunto, 2014; Satori &
Komariah, 2020). Penggunaan berbagai teknik dan sumber data tersebut sekaligus dapat
memperkuat kredibilitas temuan melalui proses triangulasi (Korstjens & Moser, 2018).

Teknik Analisis Data

Seluruh data yang sudah berhasil dikumpulkan di lapangan kemudian diolah dan dianalisis
menggunakan cara kerja yang saling berhubungan dan berlangsung terus-menerus hingga
penelitian selesai, sesuai dengan model analisis data penelitian kualitatif. Langkah-langkah
pokoknya terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap pengurangan data, tahap penyajian data, dan
tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Miles et al., 2020).

Pada tahap pengurangan data, peneliti menyeleksi, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan
memfokuskan data yang ada hanya pada hal-hal yang berhubungan erat dengan tujuan dan masalah
penelitian. Data yang sudah dipilih dan disederhanakan kemudian disusun dan disajikan dalam
bentuk uraian narasi yang teratur, jelas, serta mudah dipahami, sehingga hubungan antara satu fakta
dengan fakta lain dapat terlihat dengan gamblang. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari
seluruh fakta yang ada dan melakukan pengecekan ulang kebenaran maknanya dengan cara
mencocokkan berbagai sumber dan teori yang ada, agar kesimpulan yang diambil dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah (Miles & Huberman, 1994; Miles et al.,
2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, gambaran kehidupan sosial masyarakat di lokasi penelitian menunjukkan
adanya ikatan persaudaraan yang cukup kuat serta rasa cinta dan setia kepada negara yang tetap
terpelihara dengan baik. Kondisi ini tetap bertahan meskipun di wilayah tersebut terus-menerus
terjadi perputaran informasi dan masuknya berita-berita dari luar yang sering kali berisi hal-hal
yang meragukan kebenarannya atau bahkan sengaja dibuat untuk memicu pertentangan.
Berdasarkan pengamatan dan penelaahan yang dilakukan, hasil penelitian secara rinci dapat
dikelompokkan menjadi dua pokok permasalahan utama sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

Efektivitas Kepemimpinan Strategis dalam Menjaga Kestabilan Sosial dan Nasionalisme

Berdasarkan data yang diperoleh, cara kerja dan pola kepemimpinan di daerah terpencil
memiliki ciri khas yang sangat istimewa dan berbeda dengan kepemimpinan di kota besar. Pola ini
terbentuk dan berakar kuat atas dasar penggabungan antara tugas resmi pemerintah dengan
penerapan nilai-nilai adat istiadat setempat, hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan
mendalam, serta didasari oleh adanya rasa saling percaya yang sangat tinggi antara pemimpin dan
rakyatnya.

Langkah-langkah strategis yang biasa dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan
tugasnya antara lain: mengadakan pertemuan atau musyawarah secara berkala dan terus-menerus
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untuk mendengar serta menyampaikan pendapat, memfasilitasi dan mendamaikan jika ada
perbedaan pendapat atau perselisihan antarwarga, serta menanamkan dan memperkuat nilai-nilai
kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan keagamaan yang sudah menjadi
kebiasaan hidup masyarakat.

Ketika menghadapi atau mendapati adanya berita atau provokasi yang datang dari luar yang
bertujuan merusak ketenteraman, para pemimpin segera mengambil peran penting sebagai
penyaring informasi utama dan menjadi sumber kebenaran yang sangat dipercaya oleh masyarakat.
Pemimpinlah yang kemudian menerangkan kembali berita-berita rumit tersebut ke dalam bentuk
bahasa dan cara pandang yang sederhana, mudah dimengerti, dan dekat dengan hati masyarakat
setempat. Mereka juga menjelaskan bagian mana dari berita itu yang benar dan mana yang bohong
atau diputarbalikkan, serta selalu mengaitkan kembali segala persoalan yang ada dengan
kepentingan dan persatuan bangsa Indonesia.

Hasil dari cara kerja kepemimpinan seperti ini sangat terasa nyata dampaknya. Segala
gesekan atau perselisihan yang sempat muncul akibat pengaruh luar dapat diredam dan diselesaikan
dengan cepat, serta rasa setia dan cinta masyarakat terhadap negara tetap terpelihara dengan baik
dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa cara kepemimpinan yang diterapkan di wilayah-wilayah
tersebut memiliki tingkat keberhasilan dan keefektifan yang tinggi dalam menjaga ketenteraman.

Namun di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan besar dalam sistem
kepemimpinan tersebut, yaitu ketergantungan yang sangat berlebihan terhadap sosok atau pribadi
pemimpin tertentu saja. Artinya, keamanan dan ketenteraman masyarakat sangat bergantung pada
apakah orang yang menjabat pemimpin itu memiliki kemampuan dan wibawa yang baik atau tidak.
Jika sosok pemimpin tersebut tidak lagi berada dalam struktur kepemimpinan, maka kekuatan
pertahanan masyarakat berpotensi menurun dan menjadi lebih lemah. Kendala lain yang juga
ditemukan adalah masalah lokasi wilayah yang sulit dijangkau serta kurangnya sarana komunikasi
yang memadai. Hal ini membuat proses penyebaran berita benar atau penjelasan dari pemimpin
menjadi memerlukan waktu yang lama dan biaya serta tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan
daerah lain.

Pemetaan Tanggapan Kepemimpinan terhadap Arus Informasi dan Isu Provokatif
Berdasarkan pengamatan mendalam mengenai kapan dan bagaimana cara pemimpin

menanggapi berita atau isu yang berkembang, serta seberapa tepat dan cepat langkah yang mereka

ambil, maka gaya atau tipe tanggapan kepemimpinan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori
utama, yaitu:

1. Tanggapan Cepat dan Tepat: Cara ini dilakukan apabila berita atau isu yang berkembang
itu dinilai sangat berbahaya, dapat langsung mengancam keselamatan umum, keamanan
wilayah, maupun menyangkut kepentingan hidup masyarakat sehari-hari yang paling dasar.
Dalam situasi seperti ini, pemimpin bertindak sangat sigap dan cepat, segera
mengumpulkan segala keterangan dan fakta yang ada, lalu segera mengeluarkan pernyataan
penjelasan kepada masyarakat, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar isu
tersebut tidak sempat menyebar luas dan menimbulkan kerusakan.

2. Tanggapan Sedang atau Bertahap: Cara ini biasa dilakukan jika isu yang muncul itu
sebenarnya tidak memberikan dampak buruk secara langsung saat ini juga, namun jika
dibiarkan terus berlarut-larut maka bisa menjadi bahaya di masa yang akan datang.
Tindakan yang diambil pemimpin dalam hal ini adalah dengan mengawasi dan mengikuti
perkembangan berita itu secara terus-menerus, serta mengumpulkan sebanyak mungkin
fakta dan data pendukung. Setelah keadaan dianggap cukup jelas, barulah pemimpin
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melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat secara perlahan dan bertahap.

3. Tanggapan Lambat atau Terlambat: Kondisi ini terjadi apabila berita atau isu yang datang
itu bersifat sangat luas, menyangkut urusan politik dunia yang jauh dari keseharian
masyarakat, atau isu yang sumber asalnya belum diketahui secara jelas dan sah. Di sini,
masalah keterbatasan sarana komunikasi dan jarak yang jauh menjadi penghambat utama,
sehingga penjelasan dan pendidikan dari pemimpin baru sampai ke telinga masyarakat
ketika berita bohong atau provokasi dari luar itu sudah lebih dahulu menyebar luas dan
berkembang.

Secara keseluruhan, kemampuan para pemimpin lokal dalam menanggapi masalah yang
berhubungan dengan kehidupan adat dan budaya sendiri maupun masalah dalam negeri sudah
sangat baik dan tangkas. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan dalam hal kemampuan
dan pengetahuan untuk memahami serta menanggapi masalah-masalah politik besar dunia atau
pengaruh luar yang disampaikan menggunakan cara-cara teknologi canggih dan sistem informasi
yang modern.

Pembahasan

Pembahasan ini disusun berdasar pada dua poin hasil penelitian yang telah diuraikan di
atas, agar terdapat kesesuaian dan keterkaitan yang utuh mulai dari permasalahan, hasil temuan,
pembahasan, hingga kesimpulan penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam, luas, dan
terperinci dengan mengaitkan fakta lapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya,
serta membandingkan dengan hasil penelitian para ahli terdahulu.

Efektivitas Kepemimpinan Strategis dalam Menjaga Kestabilan Sosial dan Nasionalisme

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kepemimpinan yang menggabungkan
kekuatan adat, hubungan kekeluargaan, serta kepercayaan bersama merupakan salah satu faktor
penting yang membuat para pemimpin lokal berhasil dalam menjaga ketenteraman dan rasa
persatuan. Temuan ini sejalan dengan Horlings et al. (2018), yang menunjukkan bahwa
kepemimpinan di wilayah pedesaan memiliki kemampuan penting untuk menjembatani berbagai
kepentingan, membangun hubungan baru, mendorong pembelajaran bersama, serta
mengembangkan kapasitas kolektif sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam konteks Indonesia,
Hakim et al. (2025) juga menemukan bahwa resiliensi komunitas sangat terkait dengan nilai,
norma, identitas, dan struktur sosial lokal, termasuk praktik gotong royong, musyawarah,
keterikatan terhadap tempat, dan pola kepemimpinan lokal. Dengan demikian, efektivitas
kepemimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada
kemampuan pemimpin mengaktifkan modal sosial dan budaya yang telah hidup di tengah
masyarakat (Horlings et al., 2018; Hakim et al., 2025).

Jika ditinjau dari sudut pandang teori kepemimpinan strategis, maka apa yang dilakukan
oleh para pemimpin di wilayah penelitian ini merupakan bentuk penerapan kepemimpinan strategis
pada konteks lokal. Kepemimpinan strategis menuntut kemampuan membaca perubahan
lingkungan, menentukan arah, mengembangkan sumber daya dan kapabilitas, serta menggerakkan
seluruh kekuatan yang tersedia untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan yang penuh
ketidakpastian (Ireland & Hitt, 1999). Di sini, para pemimpin tidak hanya sekadar menjalankan
tugas administrasi pemerintahan, melainkan mereka juga berperan aktif mengerahkan nilai budaya
dan tradisi sebagai sumber daya sosial dalam menjaga ketahanan masyarakat. Pendekatan berbasis
budaya menjadi penting karena nilai dan adat istiadat telah hidup serta membentuk kerangka
pemaknaan masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Ketika pemimpin berkomunikasi
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menggunakan bahasa, simbol, dan nilai yang dipahami masyarakat, pesan yang disampaikan
menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan pengalaman sosial mereka. Hal ini sejalan dengan
konsep place-based leadership, yang menempatkan pemahaman atas karakter, relasi, dan sumber
daya lokal sebagai salah satu dasar penting kepemimpinan di suatu wilayah (Horlings et al., 2018).

Hal ini juga sesuai dengan perspektif ketahanan komunitas. Masyarakat yang memiliki
sistem nilai, jejaring sosial, pengetahuan lokal, dan kapasitas kolektif yang kuat mempunyai
sumber daya yang dapat digunakan untuk beradaptasi ketika menghadapi tekanan dan perubahan
(Magis, 2010; Berkes & Ross, 2013). Pada konteks Indonesia, penelitian Asmal dan Latief (2023)
menunjukkan bahwa praktik gotong royong, intensitas interaksi, rasa memiliki, dan kebersamaan
dapat memperkuat kohesi serta resiliensi komunitas. Temuan yang lebih baru dari Hakim et al.
(2025) juga memperlihatkan bahwa gotong royong, musyawarah, ritual, keterikatan terhadap
tempat, dan bentuk kepemimpinan lokal berperan dalam proses resiliensi masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, nilai-nilai persaudaraan, musyawarah, dan kepemimpinan adat yang ditemukan
dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai sumber daya sosial yang memperkuat kemampuan
masyarakat menghadapi tekanan dari luar (Asmal & Latief, 2023; Hakim et al., 2025).

Lebih jauh lagi, keberhasilan ini menegaskan bahwa makna kepemimpinan strategis di
daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur urusan pemerintahan, tetapi
juga dengan kemampuan mempertemukan tujuan negara dengan realitas sosial masyarakat sehari-
hari. Pemimpin lokal menjalankan fungsi penghubung antara kepentingan yang lebih luas dengan
kebutuhan, nilai, dan identitas lokal. Fungsi menjembatani tersebut merupakan karakter penting
dalam kepemimpinan berbasis tempat karena memungkinkan berbagai aktor dan kepentingan
membangun tindakan bersama tanpa menghilangkan kekhasan lokal (Horlings et al., 2018).

Namun di sisi lain, ditemukannya kelemahan berupa ketergantungan berlebihan terhadap
satu atau beberapa orang pemimpin tertentu memberikan implikasi teoretis yang penting.
Perspektif resiliensi komunitas menempatkan ketahanan sebagai kapasitas yang tumbuh melalui
sumber daya komunitas, jejaring sosial, pembelajaran, agensi, kepemimpinan, dan kemampuan
mengorganisasikan diri secara kolektif, sehingga ketahanan yang berkelanjutan tidak ideal apabila
seluruh kapasitas tersebut hanya terkonsentrasi pada satu aktor (Magis, 2010; Berkes & Ross,
2013). Kondisi yang terjadi di lapangan mengindikasikan bahwa sebagian ketahanan sosial masih
terikat pada kewibawaan individu dan belum sepenuhnya menjadi kapasitas yang melembaga
dalam struktur masyarakat. Ketergantungan semacam ini menimbulkan persoalan keberlanjutan
dan suksesi karena kapasitas komunitas dapat melemah apabila figur yang selama ini menjadi pusat
kepercayaan tidak lagi menjalankan perannya. Dalam terminologi Weber, otoritas yang sangat
bertumpu pada kualitas personal pemimpin juga menghadapi persoalan kontinuitas sehingga
memerlukan proses pelembagaan atau routinization agar otoritas dan fungsi sosialnya dapat
bertahan melampaui keberadaan satu figur tertentu (Weber, 1978). Karena itu, temuan penelitian
ini menunjukkan pentingnya mengembangkan ketahanan dari kepemimpinan yang bersifat
personal menuju kapasitas kolektif yang lebih melembaga.

Pemetaan Tanggapan Kepemimpinan terhadap Arus Informasi dan Isu Provokatif
Pengelompokan tiga jenis tanggapan kepemimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini
merupakan temuan konseptual yang dapat memperluas pembahasan mengenai kepemimpinan
lokal. Tipologi tersebut tidak hanya menunjukkan tindakan yang dilakukan pemimpin, tetapi juga
memperlihatkan variasi kecepatan respons berdasarkan tingkat ancaman, kedekatan isu dengan
kehidupan masyarakat, ketersediaan informasi, dan kapasitas pemimpin untuk memahami masalah.
Karena tipologi cepat-tepat, sedang-bertahap, dan lambat-terlambat dihasilkan dari data penelitian
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ini, ketiga kategori tersebut lebih tepat diposisikan sebagai temuan empiris penelitian, bukan
sebagai kategori yang telah tersedia sebelumnya dalam teori kepemimpinan.

Berdasarkan teori kepemimpinan strategis, kemampuan membaca lingkungan, mengenali
ancaman dan peluang, menentukan arah, serta mengambil tindakan yang relevan dalam situasi yang
berubah merupakan bagian penting dari kepemimpinan strategis (Ireland & Hitt, 1999). Dari hasil
penelitian ini, terlihat bahwa para pemimpin lokal memiliki kemampuan untuk membedakan
masalah berdasarkan tingkat kedekatan dan urgensinya. Ketika masalah berkaitan langsung dengan
adat dan kehidupan sehari-hari masyarakat, pemimpin bertindak lebih cepat dan tepat. Hal ini
menunjukkan kuatnya pengetahuan kontekstual mereka terhadap kehidupan sosial budaya
masyarakat sendiri. Sebaliknya, ketika masalah datang dari luar dan berkaitan dengan politik
internasional atau teknologi informasi yang lebih kompleks, tanggapan menjadi lebih lambat.
Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kecepatan respons, penguasaan konteks
masalah, dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Keterbatasan sarana komunikasi dan jarak wilayah memperkuat persoalan tersebut.
Penelitian mengenai kesenjangan digital di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan akses
internet tidak hanya berkaitan dengan karakteristik individu, tetapi juga dengan kesenjangan
infrastruktur telekomunikasi dan kondisi geografis. Sujarwoto dan Tampubolon (2016)
menemukan kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kota dan
pedalaman, serta pulau terpencil dan pulau utama. Kartiasih et al. (2023) juga menunjukkan bahwa
tingkat perkembangan digital cenderung lebih rendah pada wilayah perdesaan, pegunungan,
terpencil, dan kepulauan dibandingkan pusat-pusat metropolitan. Temuan penelitian ini dengan
demikian memperlihatkan konsekuensi sosial dari kesenjangan tersebut pada tingkat
kepemimpinan lokal: pemimpin tidak hanya menghadapi keterbatasan teknologi, tetapi juga
keterlambatan memperoleh bahan yang diperlukan untuk menilai dan menjelaskan suatu isu kepada
masyarakat.

Masalah ini menjadi semakin penting karena informasi yang salah dapat menyebar dengan
sangat cepat. Studi Vosoughi et al. (2018) terhadap penyebaran berita di media sosial menemukan
bahwa informasi palsu menyebar secara lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas
dibandingkan informasi yang benar, terutama pada berita politik. Oleh karena itu, pernyataan
bahwa “kebenaran akan selalu kalah cepat dibandingkan kebohongan” sebaiknya dipahami bukan
sebagai hukum universal, tetapi sebagai gambaran mengenai risiko asimetri penyebaran informasi.
Dalam wilayah yang kapasitas komunikasinya terbatas, keterlambatan klarifikasi dapat
memperbesar ruang bagi informasi keliru untuk terlebih dahulu membentuk persepsi masyarakat
(Vosoughi et al., 2018).

Dalam kondisi seperti itu, pemimpin lokal memiliki posisi penting sebagai perantara
informasi. Studi mengenai arus informasi di komunitas rural menunjukkan bahwa kredibilitas
informasi sangat berkaitan dengan kepercayaan terhadap sumber, kedekatan relasional, dan
kemampuan penyampai informasi memahami konteks lokal; keterbatasan infrastruktur pada saat
yang sama dapat memperbesar kesulitan pengelolaan informasi (Enyinnaya et al., 2026). Penelitian
Cuadra dan Cotoron (2025) juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lokal, jaringan
komunikasi, literasi informasi, serta keterlibatan pemimpin lokal yang dipercaya dapat membantu
masyarakat menghadapi informasi yang salah. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini
mengenai pentingnya fungsi pemimpin sebagai penyaring dan penerjemah informasi bagi
masyarakat, namun sekaligus menunjukkan bahwa fungsi tersebut perlu ditopang oleh kemampuan
verifikasi dan jaringan informasi yang memadai.

Penemuan bahwa pemimpin masih kurang mampu menghadapi isu politik luar negeri yang
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rumit memberikan petunjuk penting bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan. Persoalannya
tidak semata-mata terletak pada kemauan pemimpin untuk merespons, tetapi juga pada adanya
kesenjangan antara kuatnya pengetahuan lokal dan terbatasnya akses terhadap pengetahuan serta
teknologi informasi yang lebih luas. Penelitian tentang kesenjangan digital di Indonesia
memperlihatkan bahwa wilayah rural dan periferal masih menghadapi disparitas dalam
infrastruktur dan perkembangan digital (Sujarwoto & Tampubolon, 2016; Kartiasih et al., 2023).
Sementara itu, kajian mengenai penanganan informasi salah menekankan pentingnya literasi
digital, kemampuan verifikasi informasi, jaringan komunikasi lokal yang dapat dipercaya, serta
peningkatan kapasitas aktor komunitas (Cuadra & Cotoron, 2025). Oleh karena itu, peningkatan
kemampuan memahami isu eksternal, literasi informasi, verifikasi sumber, dan penggunaan
teknologi komunikasi menjadi kebutuhan penting bagi pemimpin daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan atas kedua poin hasil penelitian ini mempertegas bahwa
menjaga persatuan bangsa di daerah-daerah pinggiran tidak hanya berkaitan dengan kehadiran
perangkat keamanan atau keberadaan aturan formal. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya
hubungan saling percaya antara pemimpin dan masyarakat, kemampuan mengaktifkan nilai dan
sumber daya budaya lokal, serta kapasitas pemimpin dalam mengelola dan menjelaskan informasi.
Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan lokal yang efektif bekerja melalui kombinasi
antara kapasitas strategis, keterlekatan sosial-budaya, kemampuan membangun tindakan kolektif,
dan kecakapan menghadapi lingkungan informasi yang terus berubah (Ireland & Hitt, 1999;
Horlings et al., 2018; Hakim et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di lapangan dan pembahasan teoretis yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan strategis di wilayah
terpencil berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan masyarakat, dan
mempertahankan loyalitas terhadap negara. Efektivitas kepemimpinan tersebut terutama ditopang
oleh pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal, kuatnya hubungan kekeluargaan, serta pendekatan
musyawarah dan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Posisi pemimpin
sebagai figur yang dipercaya sekaligus sumber informasi bagi masyarakat juga menjadi unsur
penting dalam meredam provokasi dan pengaruh eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Meskipun demikian, pola kepemimpinan ini masih menghadapi kelemahan berupa tingginya
ketergantungan pada kapasitas personal pemimpin dan terbatasnya dukungan kelembagaan serta
infrastruktur. Oleh karena itu, ketahanan sosial perlu diperkuat melalui pelembagaan mekanisme
kepemimpinan agar keberlanjutan stabilitas dan persatuan tidak bergantung pada figur tertentu.
Dalam menghadapi informasi dan narasi yang berpotensi memecah belah, respons pemimpin dapat
dikategorikan ke dalam tiga pola, yaitu respons cepat, moderat, dan lambat, yang dipengaruhi oleh
karakter persoalan, tingkat ancaman, ketersediaan informasi, dan akses terhadap sarana
komunikasi. Para pemimpin lokal menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menangani
persoalan adat dan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi masih menghadapi
keterbatasan dalam memahami isu geopolitik dan pengaruh eksternal yang semakin kompleks.
Temuan ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan nasional di wilayah terpencil dan perbatasan
memerlukan peningkatan literasi politik, kemampuan mengelola dan memverifikasi informasi,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemerataan infrastruktur komunikasi agar kepemimpinan
lokal mampu merespons berbagai bentuk ancaman secara lebih adaptif dan berkelanjutan.
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